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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berdasarkan 

putusan nomor 58/PUU/XVII/2019. Dimana dalam hal pemilihan Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota dimuatkan suatu syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun 

untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 

Berdasarkan muatan syarat inilah sebenarnya perlu diadakan penelitian terutama mengenai 

apa yang menjadi dasar hakim memutus menolak dari permohonan yang diajukan oleh 

para pemohon. Apa yang menjadi pertimbangan hukum dan bagaimana konklusi para 

hakim berdasarkan pertimbangan hukum. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian 

yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas 

pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan objek kajian khususnya putusan mahkamah konstitusi 

nomor 58/PUU/XVII/2019 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur 

dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis 

dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka 

teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum. 

Kata Kunci: Batasan Usia, Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to examine what the Constitutional Court judges consider in 

deciding the application for Judicial Review Article 7 Paragraph (2) of Law Number 8 of 

2015 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors based on decision 

number 58/PUU/XVII/ 2019. Where in the election of a Candidate for Governor and a 

Candidate for Deputy Governor, a Candidate for Regent and a Candidate for a Deputy 

Regent, as well as a Candidate for Mayor and a Candidate for Deputy Mayor, a minimum 

age of 30 (thirty) years for the Candidate for the Governor and the Candidate for Deputy 

Governor and 25 (twenty-five) years for Candidates for Regent and Candidates for Deputy 

Regent as well as Candidates for Mayor and Candidates for Deputy Mayor. Based on the 

content of these conditions, it is actually necessary to conduct research, especially on what 

is the basis for the judge to decide to reject the application submitted by the applicants. 

What are the legal considerations and how are the judges' conclusions based on legal 
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considerations. This paper was compiled using a normative juridical method, with a 

statutory and conceptual approach, for this approach several primary legal materials 

were used, namely laws and regulations relevant to the object of study, especially the 

decision of the constitutional court number 58/PUU/XVII/2019 supported with secondary 

legal materials in the form of literature and other sources containing explanations that are 

conceptually and theoretically related to the object of study, and in order to find answers 

to the legal issues raised, descriptive techniques are used as a technique of analyzing legal 

materials. 

 

Keywords: Age Limit, District Heads Election, Constitutional Court Decision 

 

A. Latar BelakangMasalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum yang menjadi 

panglima untuk segala tatanan dalam kelangsungan hidup bangsa. hukum harus 

berdasar kepada keadilan, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan 

keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan antara tujuan-tujuan pribadi dan 

tujuan bersama.1 Ada dua prinsip dasar daripada keadilan dimana keadilan tidak hanya 

berbicara tentang kebutuhan namun juga sama rata, sama rata artinya menuntut bahwa 

adanya pembagian secara merata dan proposional. Soerjono Soekanto mengatakan 

bahwa keadilan pada hakekatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, 

dimana setiap orang mendapat bagian yang sama; kedua didasarkan pada kebutuhan 

sehingga menghasilkan kesebandingan halaman biasanya diterapkan di bidang hukum.2 

Berdasarkan penguraian diatas tentang negara, politik, dan hukum maka sangatlah jelas 

bahwa ketiganya memiliki peran penting dalam mekanisme-mekanisme bernegara 

salah satunya dalam mekanisme pemilihan umum. Dimana political will akan berperan 

terhadap terbentuknya suatu hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-

undangan sehingga apapun jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk maka 

tidak terlepas dari peran pemerintah atau penguasa. Demokrasi merupakan bentuk 

representasi dimana negara mementingkan rakyat, dan apa yang menjadi tujuan suatu 

negara ialah hanya untuk mensejahterahkan rakyat. Dalam budaya demokrasi 

seharusnya seluruh rakyat diberikan hak yang sama untuk ikut serta dalam sistem 

demokrasi tersebut sebagai bentuk sebagai bentuk menjunjung tinggi rakyat. Henry B. 

Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory mendefinisikan demokrasi 

sebagai sistem politik adalah “sistem politik yang demokratis ialah dimana 

kebijaksanaan umum ditemukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi 

secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 

prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 

politik”.3 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 58/PUU/XVII/2019 terhadap batas 

 
1Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006, hlm 228 
2Ibid, Hlm 229. 
3 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UI Press, Yogyakarta, 2005, 

hlm. 13. 
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usia pencalonan gubernur, bupati, dan walikota bagaimana implikasi kedepannya ? 

 

C. Metode penelitian 

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas pendekatan tersebut digunakan 

beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan objek kajian khususnya putusan mahkamah konstitusi nomor 

58/PUU/XVII/2019 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur 

dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan 

teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang 

diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan 

hukum. 

 

D. Tinjauan pustaka 

Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian 

penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga 

negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran 

berbeda pada seluruh tahap pemilu. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum 

tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi 

peraturan perundangan yang berada di bawahnya.4 Hal ini sesuai dengan rumusan 

pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

menetapkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, tidak boleh ada peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.5 Artinya bahwa peraturan perundang-undangan dibawah 

Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang 

menjadi sumber hukum. Sumber hukum artinya adalah acuan atau tolak ukur, sehingga 

eksitensinya menjadi sebuah pertimbangan absolut bagi keberadaan peraturan 

dibawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 

konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi 

hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pemilihan  

kepala  daerah  (pilkada)  di Indonesia  merupakan amanah langsung  dari gerakan  

reformasi  tahun  1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat 

untuk ikut terlibat langsung  dalam pemilihan pemimpinnya,  maka  pemilihan kepala 

daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan  

berbangsa dan bernegara Indonesia.6 

Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu 

pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan 

konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 
4Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam 

Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28 

hlm 16 
5 Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 

2011, hlm xi 
6Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. 

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 212-230 Hlm 213 
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alinea keempat menyatakan, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk 

“melindungi segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial.7Mengetahui subtansi dari Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah 

penting karena ada banyak orang yang belum mengetahui baik nilai maupun tujuan 

daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Berdasarkan pengamatan terhadap 

pendapat masyarakat tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, tampak belum adanya pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam Undang-Undang dasar tersebut, antara lain terhadap kesamaan 

mengenai pengertian, istilah, dan maksud rumusan baik yang tersirat maupun tersurat 

di dalam perubahan pasal-pasal Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 8Keberadaan Hak Asasi Manusia menjadi landasan adanya atau 

berdirinya hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar 

dan suci yang melekat pad asetiap manusia yang memang didapat atau diberikan oleh 

Tuhan dan esensinya memang tidak dapat diganggu gugat. Hukum hak asasi manusia 

sudah menjadi suatu disiplin yang bulat dan terbuka yang perlu pengkajian terus 

menerus. Ha-kham (human rights law) merupakan akronim yang penulis usulkan 

untuk menyebut “hukum hak asasi manusi”. Sebagai suatu disiplin hukum modern, 

maka ha-kham akan mengikut hukum yang modern pula.9Pemerintah berperan penting 

dalam penegakan ham dan salah satu caranya ialah memberikan edukasi baik bersifat 

implementasi penegakkan HAM itu sendiri maupun dari penyuluhan tentang HAM. 

Bentuk kejelasan pemerintah didalam menegakkan HAM salah satunya ialah 

menyebarluaskan pemahaman HAM kedalam dunia pendidikan, menjadi pedoman 

pejabat, para professional, dan juga diketahui oleh anggota masyarakat luas (grass 

root).10 Undang-Undang Dasar 1945 dan HAK Asasi Manusia. Hak asasi manusia 

tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak asasi tersebut diatur 

didalam pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945.  Dalam hal persamaan dimata 

hukum misalnya dapat kita temukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum. lalu tentang kesempatan 

dalam warga dalam pemerintahan diatur didalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 

menyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan."Penegasan tentang persamaan dimata hukum juga ditegaskan 

didalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas 

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

 

E. Pembahasan 

1. Kasus Posisi 

Dalam permohonan dapat dilihat jelas bahwa pemohon melakukan Judicial 

 
7Sekretariat Jenderal MPR RI. Op.Cit. Hlm xi 
8Ibid, hlm xiii 
9Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, 

Politik. Ghalia Indonesia, Bogor, 2007,  hlm 35 
10Ibid. hlm 36 
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Review atas dasar bahwa pemohon adalah sekolompok politisi muda yang ingin 

membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah. Dan pemohon memiliki 

aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2020 dan tahun 2022. Dalam hal itu pemohon menilai bahwa pasal Pasal 7 

ayat 2 huruf e UU Pilkada yang berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar dan menjadi hambatan yang tidak mendasar dalam 

menilai kompetensi calon gubernur dan Walikota. 

Pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan 

bahwa, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan 

daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap warga negara 

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.";dan Pasal 28I ayat 

(2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

2. B

atas usia pencalonan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan putusan 

mahkamah konstitusi nomor 58/PUU/XVII/2019 

Dalam hal dasar pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

15/PUU- V/2007 tanggal 27 November 2007 sebagian isinya adalah : Bahwa 

pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 

bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, 

sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan 

yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak 

mengandung unsur diskriminasi, bukanlah suatu dasar yang tepat. Dikatakan dalam 

frasa secara objektif, secara objektif dalam hal ini mengacu kepada apa dan 

bagaimana dasar hukumnya? Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata 

misalnya pasal 330 KUHPER syarat seseorang dianggap cakap hukum adalah 

berumur umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. 

Berkaitan dengan dasar putusan mahkamah konstitusi menjadi suatu tanda tanya 

besar tentang dasar peraturan yang mengatakan syarat objektif tanpa kepastian 

darimana pertimbangan syarat objektif itu dilakukan. Dengan adanya syarat objektif 

yang tidak mendasar perhitungannya maka jelas pasal 7 ayat (2) dapat mencegah 

rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan sebagai bentuk pembatasan Hak 

Asasi Manusia.Usaha melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi HAM 
dapat menjadi ukuran tingkat penegakan hukum, peradaban, kemajuan, dan 

kematangan demokrasi suatu negara. Dengan demikian, menempatkan orang per 

orang sebagai subjek hukum dan bebas menikmati hak asasinya, menjadi variabel 
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utama.11 Artinya untuk memajukan suatu demokrasi maka hak asasi menjadi suatu 

tujuan utama dan bagaimana cara pemerintah memperlakukan setiap hak asasi 

masyarakat dalam budaya demokrasi menjadi suatu hal yang sangat penting.  

 

3. D

asar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus 

Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. 

Dasar pertimbangan hakim dalam permohonan Judicial Review Pasal 7 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

15/PUU- V/2007 tanggal 27 November 2007 sebagian isinya adalah : Bahwa 

pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 

bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, 

sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan 

yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak 

mengandung unsur diskriminasi. Melalui dasar tersebut maka Mahkamah 

Konstitusi memberi pendapat bahwa perihal batas usia tidak terdapat persoalan 

konstitusional sebab, menurut Mahkamah, hal itu sepenuhnya merupakan 

kewenangan negara. Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang 

berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pemerintah 

menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau 

perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pemerintah. 

 

F. Penutup 

 

1. Kesimpulan 

 

 Atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU/XVII/2019 terhadap batas 

usia pencalonan gubernur, bupati, dan walikota dapat disimpulkan didalam pasal 7 

ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota dapat memberi celah penilaian negatif tentang keterbatasan masyarakat 

dalam berdemokrasi, dimana terdapat syarat-syarat yang memang harus dikaji ulang 

apakah syarat itu sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa atau sebagai suatu syarat 

yang memang tidak mendasar dan tidak memihak kepada demokrasi disamping juga 

tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 berdasarkan putusan mahkamah 

konstitusi nomor 15/PUU- V/2007 tanggal 27 november 2007 yang pada dasarnya 

putusan itu memberi keleluasaan dalam penetapan jabatan atau aktivitas pemerintahan 

secara konteks objektif. Kata objektif ini perlu didasari dari undang-undang yang 

memang mengatur tentang batas umur sehingga terjadi kepastian hukum seperti dalam 

kitab Undang-Undang hukum perdata misalnya pasal 330 KUHPER syarat seseorang 

dianggap cakap hukum adalah berumur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih 

dahulu telah kawin. 

 

 
11Ibid. Hlm 52 



 

287 
 

 

2. Saran 

Peraturan perundang-undangan harus tetap melihat asas persamaan hukum, agar 

tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai yaitu menjaga keselarasan, ketertiban, dan 

kelayakan hidup. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang mencakup 

pemilihan umum, maka demokrasi harus dilihat bukan hanya dari sisi bagaimana 

rakyat dapat memilih calon pemimpin namun juga bagaimana rakyat dapat ikut serta 

menjadi pemimpin dengan leluasa tanpa dibatasi oleh peraturan yang mungkin akan 

menghambat esensi daripada demokrasi itu sendiri.  
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